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Menimbang

Mengingat

a.

KABUPATEN PESISIR SELATAN,

bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37
Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara
di lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan;

bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan tentang Kode Etik Pegawai Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
19J6 Nomor 25), jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik
Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik




10.

11.

12,

13.

14.

Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1975
tentang Sumpah/Janji pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3059);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004
tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4450);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Daerah Kabupaten' Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten
Pesisir Selatan:

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.




Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

Mengesahkan Kode Etik Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Pesisir Selatan setelah disepakati oleh seluruh pegawai
di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Keputusan ini merupakan Kesepakatan dan Komitmen bersama untuk
ditaati oleh seluruh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
kabupaten Pesisir Selatan.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : /7 Juli 2023
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
=== KABUPATEN PESISIR SELATAN

E, M.Si




LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 900/ 47//DKPS-PS/2023

TANGGAL : [/ Juli 2023

KODE ETIK PEGAWAI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN

A. ETIKA :

e Akuntabel, jujur, akurat dalam melaksanakan tugas pekerjaanya,

e Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi,

e Berpakainan sesuai ketentuan yang berlaku;

e Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam
rangka pencapaian tujuan;

e - Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;

e Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak
diskriminatif;

e Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;

e Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;

e Saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun
horizontal dalam suatu unit kerja.

B. LARANGAN
e Melakukan penyimpangan prosedur dan/atau menerima hadiah atau imbalan
dalam bentuk apapun yang patut diduga bahwa hadiah tersebut bersangkutan
dengan tugas pekerjaan atau jabatan;
e Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam
melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
¢ Meminta sesuatu/imbalan baik secara langsung atau tidak langsung atas

pelayanan yang diberikan;

e Melakukan suatu tindakan/ucapan yang memberikan peluang tindakan
gratifikasi; '

e Menyebarluaskan data pribadi penduduk tanpa izin dari pejabat yang
berwenang;

e Memfasilitasi pihak ketiga dalam pengurusan dokumen kependudukan;
s Menjadi perantara/calo dalam pengurusan dokumen kependudukan.
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